
I'ERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOI{: ZI TAIIlJN 2008

TF:NTANG

I)EMUENTUKAN OR(~ANISASII)AN TATA KEIUA lINIT I'ELAKSANA TEKNIS 8ADAN
(01)1'8) KI':UJARGA BERENCANA DAN l'1~MBEIWA Y AAN I'lmEMI'UAN

KAIHJJ'ATEN MIJSI BANYIJASIN

BUI'ATI. MUSI BANYliASIN

Mcnimb~ng a. bahwa dClIgall lcl~h discrahkanllY~ Peralurall Dacrah Kaoupalcll Musi
Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pel11bentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Musi l3anyuasin. maka dipandang perlu ulltuk IlH:l11oentllk
Unit l'elaksalla Tehnis Hadan karen a keoeradaannya dil11ungkinkun olch
kelenlllan peratur:m perundang-llndangwL

Menginglll

b. bahwa dengan telah ditctapkannya Keplltllsan 1311pali Musi Banyuasin
Nomor T~hun 2008 Tcnt~ng Pcnj~bar~n Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Kcluarga 8ereneana dan l'el11ocrdayaan PCrCl11pllan Kabllpatcn Musi
Banyuasin, l11aka sudah sclayaknya llntuk ditindak lanjllti tentallg
pembentukan UPTB p~da Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempllan Kab. Mlloa

c. oahw~ herdasarkan pertimbangan schagRimana dimaksud dalalll huru!' a dan
b, maka' perlu ditetapkan dengan Keputusan Bllpati tentang Pembentukan
Unit Pelaksan~ Teknis Badan Kcluarga BcrcncRna dan I'cmherdayaan
I'erempuan Kabllpaten MlJsi BanYllasin.

J. Undang-ulldang NomoI' 28 Tahlln J959 tcnlang l'emhenlllkRn DRerah
Tingkat II dan Kot~praja di Sumatcra Selatan (Lcmbaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1959 NomoI' 73, Tambahan Lemhal'an Ncgara NomoI'
1821 );

2. Undang - undang NomoI' 43 Tahun 1999 tenlang Perubah~n atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang Pokok-pokok kepegawaian (LembRran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun J 999 NOI119r169, Talllbahan Lcmharan
NegRra NomoI' 3890);

,;,

3. Undang - undang NomoI' J0 Tahun 2004 tcntang l'emoentukan Peraturan
Pcrundang - und,mgan (Lcmbaran Ncgara Tahun 2004 NomoI' 53,
Tambahan Lembaran Ncgara NomoI' 4389);

4. Undang - undang NomoI' 32 Tahun 2004 tcntang Pcmerintah Dacrah
( Lembaran Negara Rcpublik Indonesia TallUn 2004 NomoI' 125, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Tahun 4437);

5. Undang - undang NomoI' 33 Tahun 2004 [entang Perimbangan Keuangan
untam PCll1crintah Pusal dan Daerah (Lcmbaran Ncgara Repuolik Indonesia
Tahun 2004 NomoI' 126, Tal1lbahan Lembanu; Ncgara Repuhlik Indonesia
NOl11or 4438);

6. Pcraturan PemeTIntah Nomor 6 Tahun 1988 tcnlang Koordinasi Kegiatan
Instansi Pcmcrintah di Daerab (Lcmbaran Ncgara RcpubJik Indoncsip Tahun
1988 NaillOJ' 10, Tambahan Lelllbaran Negar~ NomoI' 4535);
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7. Peraturan Pemerintaha Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018), yo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabuapten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
PEMBENlUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI
KECAMATAN DALAM LINGKUNGAN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN

DAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin

b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azaz otonomi seluas-luasnya
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

C. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

d. Otonom Daerah adalah Hak Wewenangan dan Kewajiban Daerah
Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang -
undangan.
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e. Daerah Otonom. selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
Negara Republik Indonesia.

f. Desentralisasi adalah Penyelenggara Wewenang Pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah sesuai
dengan kebutuhan dan Kecamatan dan Kelurahan;

h. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk
Badan, Kantor dan Rumah Arsip Umum Daerah.

i. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi
Banyuasin.

j. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Banyuasin.

k. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi
Banyuasin.

BABD

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (OPTB)
pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Musi Banyuasin sebagai berikut :
1. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kecamatan Sekayu yang berkedudukan di Sekayu dengan
wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Sekayu.

2. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kecamatan Lais yang berkedudukan di Lais dengan wilayah
kerja meliputi wilayah Kecamatan Lais.

3. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kecamatan Sungai Keruh yang berkedudukan di Tebing
Bulang dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Sungai
Keruh.

4. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kecamatan Babat Toman yang berkedudukan di Babat
dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Babat Toman.

5. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kecamatan Batang Hari Leko yang berkedudukan di Tanah
Abang dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Batang Hari
Leko.
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6. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kecamatan Sanga Desa yang berkedudukan di Sanga Desa
dengan wilayah keJja meliputi wilayah Kecamatan Sanga Desa.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kecamatan Sungai Lilin yang berkedudukan di Sungai Lilin
dengan wilayah keJja meliputi wilayah Kecamatan Sungai Lilin

8. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kecamatan Keluang yang berkedudukan di Keluang dengan
wilayah keJja rneliputi wilayah Kecamatan Keluang.

9. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pernberdayaan
Perernpuan Kecamatan Bayung Lencir yang berkedudukan di Bayung
Lencir dengan wilayah keJja rneliputi wilayah Kecamatan Bayung
Lencir.

10. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pernberdayaan
Perernpuan Kecamatan Lalan yang berkedudukan di Lalan dengan
wilayah keJja rneliputi wilayah Kecamatan Lalan.

II. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pernberdayaan
Perernpuan Kecamatan Pelakat Tinggi yang berkedudukan di Pelakat
Tinggi dengan wilayah keJja meliputi wilayah Kecamatan Pelakat
Tinggi.

BABIII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal3

Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perernpuan (UPTB KBPP) sebagairnana dirnaksud pada pasal 2 Bab.II pada
peraturan ini berkedudukan di Kecamatan dalam Kabupaten Musi
Banyuasin.

Pasal4

Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pernberdayaan
Perernpuan rnernpunyai tugas pokok pernerintah Kecamatan di bidang
Keluarga Berencana dan Pernberdayaan Perernpuan sesuai kewenangannya.

Pasal5

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan ini,
Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencanadan Pernberdayaan
Perempuan rnernpunyai fungsi :
a. Melakukan pelayanan administrasi, pengelolaan sumber daya pegawai

dan tenaga program, pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta
keuangan di Iingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan di Kecamatan dan Desa.

b. Melakukan pelayanan informasi keluarga dan rnenyelenggarakan
pencatatan dan pelaporan serta melaksanakan monitoring program
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan dan
Desa

c. Melaksanakan pernbinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi serta Pernberdayaan Perernpuan di Kecamatan dan Desa.
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d. Melakukan pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Perempuan dalam program Keluarga Berencana di Kecamatan dan
Desa.

e. Melaksanakan dan memantau pelaksanaan pendataan keluarga serta
melaporkan hasil pendataan keluarga kepada BKBPP Kabupaten.

f. Membuat laporan bulanan, semesteran dantahunan, yang mernuat semua
hasil-hasil pencapaian dan permasalahannya.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carnal.

BABIV

SUBUNAN ORGANISASi

Pasal6

Susunan Organisasi BOOan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan terdiri dari :
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis BOOan
b. Unit Tata Usaha
c. Penyuluh Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (PKBPP)

Pasal?

(I) Unit Tata Usaha, mernpunyai tugas :
a. Melakukan pelayanan administrasi dan surnber daya manusia di

lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan di Tingkat Kecamatan.

b. Menyiapkan dan mengatur perlengkapan dan perbekalan di
lingkungan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perernpuan di
Tingkat Kecamatan.

c. Melakukan pencatatan, pelaporan, evaluasi serta dokumentasi,
informasi program ditingkat Kecamatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (I)
pasa! ini Unit Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan tenaga program di Tingkat

Kecamatan.

b. Pelaksanaan penempatan wilayah kerja Penyuluh KBPP di Tingkat
Kecamatan.

c. Pelaksanaan Pembinaan Penyuluh KBPP di Kecamatan di Tingkat
Kecamatan.

d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Tingkat Kecamatan.

e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, pengelolaan perlengkapan
perbekalan di Tingkat Kecamatan.

f. Pelaksanaan Pendataan Keluarga di Tingkat Kecamatan.

g. Pelaksanaan pencatat, pelaporan, evaluasi, dokumentasi serta
informasi program di Tingkat Kecamatan.
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BABV

Pasal8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor :
0195 Tabun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan tata keJja unit
pelaksana tehnis Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejabtera
Kabupaten Muba dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.

BABVI

KETENTUANPENUTUP
Pasal9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan babwa
segala sesuatunya akan diubab dan diperbaiki kembali segaimana mestinya
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan keputusan ini.

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintabkan Perundangan Keputusan
ini penempatannya dalam Berita Daerab Kabupaten Musi Banyauasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 2008

R. PARRI AZHARI

SEKRET ARIS DAERAH
KABUPA EN MUSI BANYUASIN

•

YUSRI EFENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008
NOMOR: .



Lampiran
Nomor
Tanggal

:. Peraturan Bupati Banyuasin
: 21 Tahun 2008
: 2.'.; $cptu'lblr i}oo8

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA TEKNIS
BADAN (UPTB) PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDA YAAN PEREMPUAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA
UPTB

SUBAG
TATAUSAHA

PKBPP

BUPATI MUSI BANYUASIN

Diundangkan di Sekayu
, Pada tanggal g S<'p~<.mbLr 2008

SEKRET ARIS DAERAH
KABUP EN MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ..?~ NOMOR: J~4 .
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